SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah
Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur
Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi terdapat perubahan nomenklatur Dinas
Ketahanan Pangan dan nomenklatur jabatan
pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Ketahanan Pangan;

bahwa untuk menjamin tertib administrasi
maka perlu melakukan perubahan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2013
tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat | Sumater Barat, Jambi dan
Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi
dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5361);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

10.

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 60);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005
tentang Pedoman Umum Pengelolaan
Cadangan Beras Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 8);

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor
53);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN

2013 TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN
POKOK DAERAH.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun
2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
Provinsi Jambi.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.

Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Kepala Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Jambi.

8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga
Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan
pangan.

9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam
memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada
masyarakat termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani,
Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok
Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.

10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan
diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia,
bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan
darurat.

A



11.

12.

13.

14.

15.

Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan
pokok Daerah yang penyediaannya sudah dilaksanakan
mulai Tahun 2013 sampai sekarang.

Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam,
paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar
kemampuan manusia untuk mencegah atau
menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banijir,
kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam
lainnya.

Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan
pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa
sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah
tertentu pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang
besar antara penyediaan dan kebutuhan.

Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat
atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan
keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi
standar kebutuhan fisikologis bagi pertumbuhan dan
kesehatan masyarakat.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan
pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi,
dengan susunan personalia terdiri atas :

a. Ketua . Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi

b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi

c. Anggota : 1l.Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Provinsi Jambi



2.Kepala Dinas Sosial, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

3. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jambi

4. Kepala Badan Usaha Logistik (Bulog)
Provinsi Jambi

5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi

d. Sekretariat : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi

(2) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud diatas pada
ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan
kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah,
dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jambi sampai
dengan titik bagi kelompok sasaran

(3) Pembentukan tim pelaksana Provinsi sebagaimana
dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur

Pasal Il

Setiap penyebutan Badan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12
Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok
Daerah harus dimaknai Dinas.

Setiap penyebutan Kepala Badan dalam Peraturan Gubernur
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan
Pokok Daerah harus dimaknai Kepala Dinas.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 - 09 - 2017

GUBERNUR JAMBI,
ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 — 09 - 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ttd
H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
NIP. 19730729 200012 1 002




